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Bupati Bonbol tegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa 

 
https://gorontalo.antaranews.com/berita/221340/bupati-bonbol-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-keuangan-desa 

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou pada kegiatan evaluasi 

pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023 di Kabupaten Bone Bolango, 

Provinsi Gorontalo, menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang baik. 

"Pencapaian kinerja urusan desa, selama delapan tahun hampir Rp655 miliar yang ditransfer 

ke pemerintah desa," ucap Hamim pada kegiatan yang bertema pengelolaan keuangan desa 

yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi desa 

(ketahanan pangan) yang berkelanjutan itu. 

Ia mengungkapkan untuk intervensi penanganan kemiskinan ekstrem, dialokasikan sebanyak 

20 persen dari total anggaran. 

"Kegiatan-kegiatan ini meliputi ketahanan pangan, bantuan langsung tunai desa, bantuan 

UMKM hingga bantuan kelompok pertanian," ujar Bupati. 

Bupati dua periode itu mengatakan, pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Bone Bolango menargetkan desa mandiri di daerah itu bisa mencapai 50 desa. 

 

Pada tahun 2021 silam, Kabupaten Bone Bolango telah memiliki 28 desa dengan status desa 

mandiri. 

 

Hamim Pou berharap desa yang telah masuk kategori desa maju dan mandiri dapat menjadi 

motivasi bagi desa lainnya. 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/221340/bupati-bonbol-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-keuangan-desa
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Sumber Berita: 

1. https://gorontalo.antaranews.com/berita/221340/bupati-bonbol-tegaskan-pentingnya-

pengelolaan-keuangan-desa [diakses pada tanggal 27 April 2023]. 

2. https://bonebolangokab.go.id/web/beranda/detail-berita/bupati-hamim-targetkan-50-

desa-di-bone-bolango-jadi-mandiri [diakses pada tanggal 27 April 2023]. 

Catatan: 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada: 

a) Pasal 1 angka 1: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

b) Pasal 1 angka 2: Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

c) Pasal 1 angka 5: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

d) Pasal 1 angka 6: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Desa. 

e) Pasal 1 angka 7: Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, 

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. 

f) Pasal 1 angka 8: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB 

Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

g) Pasal 1 angka 9: Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa. 

h) Pasal 1 angka 10: Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa. 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/221340/bupati-bonbol-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-keuangan-desa
https://gorontalo.antaranews.com/berita/221340/bupati-bonbol-tegaskan-pentingnya-pengelolaan-keuangan-desa
https://bonebolangokab.go.id/web/beranda/detail-berita/bupati-hamim-targetkan-50-desa-di-bone-bolango-jadi-mandiri
https://bonebolangokab.go.id/web/beranda/detail-berita/bupati-hamim-targetkan-50-desa-di-bone-bolango-jadi-mandiri
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i) Pasal 1 angka 12: Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. 

j) Pasal 1 angka 13: Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 

Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa. 

k) Pasal 1 angka 14: Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 

l) Pasal 1 angka 15: Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang 

selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan Desa. 

m) Pasal 1 angka 16: Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 

PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa 

berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

n) Pasal 3:  

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan 

kekayaan milik Desa yang dipisahkan.  

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

kewenangan:  

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;  

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;  

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa; 

d. menetapkan PPKD;  

e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;  

f. menyetujui RAK Desa; dan  

g. menyetujui SPP.  

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada 

perangkat Desa selaku PPKD.  

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan 

keputusan kepala Desa. 

o) Pasal 4: PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:  

a. Sekretaris Desa;  
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b. Kaur dan Kasi; dan  

c. Kaur keuangan. 

p) Pasal 5:  

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas sebagai 

koordinator PPKD.  

(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:  

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;  

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan 

APB Desa;  

c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, 

perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;  

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang 

Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;  

e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; 

dan  

f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.  

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai 

tugas:  

a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;  

b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan  

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa 

q) Pasal 6:  

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai 

pelaksana kegiatan anggaran.  

(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Kaur tata usaha dan umum; dan  

b. Kaur perencanaan.  

(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. Kasi pemerintahan;  

b. Kasi kesejahteraan; dan  

c. Kasi pelayanan.  

(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:  
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a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran 

belanja sesuai bidang tugasnya;  

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;  

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;  

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;  

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan 

barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan  

f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.  

(5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan 

ditetapkan dalam RKP Desa.  

r) Pasal 7:  

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa 

yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.  

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, 

lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:  

a. ketua;  

b. sekretaris; dan  

c. anggota.  

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan. 

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat 

penyusunan RKP Desa.  

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala 

Desa. 

s) Pasal 8:  

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi 

kebendaharaan.  

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:  

a. menyusun RAK Desa; dan  

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
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penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB 

Desa.  

(3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa. 

t) Pasal 9: 

(1) APB Desa terdiri dari:  

a. pendapatan Desa;  

b. belanja Desa; dan  

c. pembiayaan Desa.  

(2)  Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan 

menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.  

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan 

menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian 

objek belanja.  

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut 

kelompok, jenis dan objek pembiayaan. 

u) Pasal 11: 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu 

semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan 

tidak perlu dikembalikan oleh Desa.  

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:  

a. pendapatan asli Desa;  

b. transfer; dan  

c. pendapatan lain. 

v) Pasal 13: 

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri 

atas jenis:  

a. dana Desa;  

b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;  

c. alokasi dana desa;  

d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan  

e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
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(2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat 

bersifat umum dan khusus.  

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola 

dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling 

sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per 

seratus). 

w) Pasal 29: Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: 

a. perencanaan;  

b. pelaksanaan;  

c. penatausahaan;  

d. pelaporan; dan  

e. pertanggungjawaban. 

x) Pasal 30: 

(1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan 

dengan Basis Kas.  

(2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi 

pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.  

(3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. 

y) Pasal 31: 

(1) Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan 

pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan 

dalam APB Desa.  

(2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan 

RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur 

dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.  

(3) Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

paling sedikit memuat:  

a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan 

Desa dan RKP Desa;  

b. prinsip penyusunan APB Desa;  

c. kebijakan penyusunan APB Desa;  
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d. teknis penyusunan APB Desa; dan  

e. hal khusus lainnya.  

(4) Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa. 

z) Pasal 43: 

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran 

Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk 

Bupati/ Wali Kota.  

(2) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah 

Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.  

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa 

dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen 

tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

aa) Pasal 63: 

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi 

kebendaharaan.  

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat 

setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.  

(3) Pencataan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap 

akhir bulan. 

bb) Pasal 68:  

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.  

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan  

b. laporan realisasi kegiatan.  

(3) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara 

menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling 

lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. 

cc) Pasal 70:  

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 

kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.  
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(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:  

a. laporan keuangan, terdiri atas:   

1. laporan realisasi APB Desa; dan  

2. catatan atas laporan keuangan.  

b. laporan realisasi kegiatan; dan  

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke 

Desa. 

2. Peraturan Bupati Bone bolango Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa pada: 

a) Pasal 4: APB Desa merupakan satu kesatuan teridir dari: 

a. Pendapatan Desa; 

b. Belanja Desa; dan 

c. Pembiayaan Desa. 

b) Pasal 5: Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, 

dikelompokan atas:  

a. Pendapatan Asli Desa;  

b. Transfer; dan  

c. Pendapatan Lain-lain. 

c) Pasal 7: Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri 

atas jenis:  

a. Dana Desa;  

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  

c. Alokasi Dana Desa (ADD);  

d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan  

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. 

d) Pasal 22:  

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.  

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa 

kepada Kepala Desa.  
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(3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk 

dibahas dan disepakati bersama.  

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. 

e) Pasal 27: 

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan 

kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.  

(2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya 

maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.  

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. 

f) Pasal 38: 

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.  

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.  

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 

pertanggungjawaban.  

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

g) Pasal 40:  

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada 

Bupati berupa:  

a. laporan semester pertama, dan  

b. laporan semester akhir tahun.  

(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa 

laporan realisasi APB Desa.  

(3) Laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan 

Juli tahun berjalan.  

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
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h) Pasal 41: 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.  

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.  

(3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.  

(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:  

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 

Tahun Anggaran berkenaan,  

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan, dan  

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk 

ke desa.  

(5) Format Laporan Pertanggungjawaban Lampiran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati. 

i) Pasal 44: 

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada 

Bupati melalui camat atau sebutan lain.  

(2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir 

tahun anggaran berkenaan. 


